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Tujuan Penelitian: untuk membuktikan pengaruh audit internal terhadap kinerja pemerintah 
daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. 
Metode Penelitian: Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan data sekunder yaitu Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pemerintah daerah dan 
kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah tiga puluh lima pemerintah daerah yang terdiri dari 
dua puluh sembilan kabupaten dan enam kota dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Data 
dianalisis dengan model regresi data panel. 
Originalitas/Novelty: Audit internal dengan indikator jumlah auditor internal masih sedikit 
dieksplor dalam konteks pengaruh tata kelola terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama 
penelitian di Indonesia. 
Hasil Penelitian: Audit internal yang diukur dengan jumlah auditor internal pemerintah daerah 
berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa 
Tengah. 
Implikasi: Mekanisme koersif dengan proksi audit internal sebagai mekanisme koersif yang 
diukur dengan jumlah auditor internal menjadi faktor yang sangat signifikan berpengaruh 
dalam mendorong capaian kinerja. Ketersediaan auditor internal menjadi faktor esensial sebagai 
fungsi pengawasan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja. Ketersediaan auditor 
internal akan berbanding lurus dengan capaian kinerja pemerintah daerah.   
 
Research Objectives: The aim of this study is to prove the influence of internal audits on the performance 
of district and city governments in Central Java Province. 
Research Method: The research conducted is a quantitative research using secondary data, namely the 
Accountability Report (LPj) of regional and city governments in Central Java Province with a total of 
thirty-five regional governments consisting of twenty-nine districts and six cities from 2017 to 2023. The 
data was analyzed using a panel data regression model. 
Originality/Novelty: Internal audit with the indicator of the number of internal auditors is still little 
explored in the context of the influence of governance on local government performance, especially research 
in Indonesia. 
Research Results: Internal audits measured by the number of local government internal auditors have a 
positive effect on the performance of district and city governments in Central Java Province. 
Implications: Coercive mechanisms using internal audit as a proxy are a significant factor in driving 
performance. The availability of internal auditors is essential for local government oversight and 
performance improvement. The availability of internal auditors is directly proportional to local government 
performance. 
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Pendahuluan  
 
Isu kinerja menjadi salah satu tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam menyediakan layanan 

publik (Avellaneda et al., 2022; Campo et al., 2021; Villamejor-Mendoza, 2020; dan Rivenbark et al., 2019). 
Layanan kepada masyarakat terdiri dari : layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan 
lingkungan, imigrasi, fasilitas pemasyarakatan, pertahanan, pajak, pemadam kebakaran, perpustakaan, 
pengelolaan limbah, pasokan air, olah raga, budaya, rekreasi, hak demokrasi, hak hukum, tanggung 
jawab sosial, dan layanan fasilitas umum lainya (Tourinho et al., 2022; Gomes et al., 2021; Ozdogan et al., 
2020; dan Hyndman & McKillop, 2019). Studi sebelumnya mengungkapkan bahwa sejak tahun 1980-an 
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dan 1990-an isu kinerja pemerintah daerah telah menjadi bahan diskusi ilmiah yang relevan hingga saat 
ini (Hansen, 2023; Santolini, 2020; dan Piña & Avellaneda, 2019). Isu ini masih menjadi topik yang debatable 
karena dicirikan multi-layanan, sehingga dapat dipersepsikan berbeda oleh berbagai pemangku 
kepentingan (Milán-García et al., 2022; Avellaneda et al., 2022; Blank & Niaounakis, 2021; Andrews et al., 
2021; Caldas et al., 2020; Leiser & Mills, 2019; dan Vignieri, 2018). 

Para ahli sektor publik, seperti Hansen (2023); Fasiello et al. (2022); Vignieri (2018); Walker & 
Andrews (2015); Maurel et al. (2014); dan Summermatter & Siegel (2009) memberi pendapat bahwa 
kinerja pada sektor publik meliputi 3E (faktor ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan IOO (input, output, 
outcome. Literatur terkini menganjurkan fokus studi pemerintah daerah pada isu kinerja outcome, karena 
sejalan dengan semangat prinsip New Public Management (Walton, 2020; Korac et al., 2020; dan Mas et al., 
2019). Pada konteks ini, kinerja outcome diartikan sebagai konsekuensi atau dampak atau manfaat dari 
kinerja input dan kinerja output (Fasiello et al., 2022 dan Summermatter & Siegel, 2009).  

Indeks pembangunan manusia (IPM) dipandang sebagai proksi kinerja outcome yang memiliki 
perspektif lebih komprehensif, karena terdiri dari pendapatan, pendidikan, dan kesehatan (Anderson & 
Gerber, 2017) dan telah diadopsi secara luas (Shi & Tang, 2020). Penelitian ini mengeksplorasi dan 
menginvestigasi kinerja outcome dengan ukuran IPM pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi 
Jawa Tengah. Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah menarik untuk 
diinvestigasi karena memiliki keunggulan atau potensi atas akses sumber daya yang dapat mendorong 
peningkatan IPM pemerintah daerah (Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2023). Potensi 
tersebut yaitu : 1). Potensi atas akses ekonomi sebagai jalur distribusi barang dan jasa diantara dua titik 
pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, antara Jakarta – Surabaya. 2) Potensi atas akses infrastruktur yang 
memadai, seperti jalan nasional (±1.518,09 km), bandara (6 bandara), pelabuhan (14 pelabuhan), kereta 
api (1.680,26 km dengan 115 stasiun), dan jalan tol (330,71 km). 3). Potensi atas demografi yaitu jumlah 
penduduk yang besar sejumlah 37,892 juta pada tahun 2024 yang tersebar di 29 kabupaten dan 6 kota. 4). 
Memiliki kesamaan karakteristik yaitu fungsi layanan dan kesamaan geografis. 

Menurut Sarkodie & Adams (2020) dan Rodríguez-pose & Tselios (2019); Arimah (2017); dan Dasic 
et al. (2020)  bahwa daerah yang memiliki keunggulan atas akses potensi sumber daya, infrastruktur, dan 
demografi dapat mendorong kinerja. Begitupun proposisi ilmiah menyatakan bahwa pemerintah daerah 
yang memiliki potensi atas akses sumber daya dan kesamaan karakteristik fungsi dan geografi 
seharusnya memiliki capaian kinerja yang setara (Donatella & Bisogno, 2024; Anderson & Gerber, 2023;  
dan Jabbour et al., 2020). Namun demikian, dari 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah 
menunjukkan bahwa terdapat ketidaksetaraan capaian kinerja IPM. Berdasarkan range yang ditetapkan 
oleh PBB, yaitu : 1) sebesar 22,86% kabupaten dengan capaian kinerjanya dalam kategori menengah, 2) 
sebesar 60% kabupaten dan 5,71% kota dalam kategori tinggi, dan 3) sebesar 11,43% kota kategori sangat 
tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ada ketimpangan capaian kinerja IPM pemerintah daerah 
kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Fenomena tersebut seharusnya mendapat perhatian yang serius bagi pemerintah daerah, sebab 
pencapaian kinerja dapat berfungsi sebagai tolok ukur bagi pemerintah daerah (Campo et al., 2021 dan 
Fusco & Allegrini, 2020). Pendapat Liu et al. (2021) memperkuat hal ini bahwa pemerintah daerah yang 
capaian kinerjanya buruk akan mendapat tekanan dari berbagai pihak. Peningkatan kinerja pemerintah 
daerah yang didorong oleh tekanan dari berbagai pihak atau pemangku kepentingan sejalan dengan 
isomorfisme teori institusional (Rozario & Issa, 2020;Nguyen, 2019; Piña & Avellaneda 2018; dan 
DiMaggio & Powell, 1983). Publik akan menuntut layanan publik yang setara dengan pemerintah daerah 
lain (Cordery & Hay, 2022; dan Piña & Avellaneda, 2018). 

Menurut Mudzusi et al. (2024) tata kelola menjadi salah satu faktor penting sebagai solusi dalam 
mengatasi permasalahan kinerja pemerintah daerah. Tata kelola diartikan sebagai hubungan antar 
peserta (pemangku kepentingan) yang saling memengaruhi (OECD Principles of Corporate Governance, 
1999; 2004; 2015). Sementara tata kelola sektor publik didefinisikan sebagai konsep multifaset (berbagai 
segi), mencakup semua aspek : keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembuatan, 
implementasi kebijakan atau pelaksanaan kewenangan, pengelolaan, dan distribusi sumber daya negara 
melalui lembaga formal dan informal (Mishra & Attri, 2020 dan Panday & Chowdhury, 2020). Tata kelola 
pemerintah daerah meliputi beberapa elemen, antara lain akuntabilitas, responsibilitas, daya tanggap, 
efektivitas, transparansi, supremasi hukum, keterlibatan publik, dan kesetaraan yang cermin dalam 
capaian kinerja (Mudzusi et al., 2024; Androniceanu 2021; Campo et al., 2021; Erkkilä, 2020; dan 
Maksimovska & Stojkov, 2019). Menurut Munzhedzi (2021); Power (2015); Miller et al. (2008); Goddard 
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(2005); dan Lowe & Doolin (1999) elemen – elemen tata kelola dapat tercipta melalui instrumen sistem 
akuntansi sebagai salah satu faktor pendukung organisasi publik. 

Salah satu keterlibatan pemangku kepentingan dalam mekanisme tata kelola pemerintah daerah 
diinvestigasi dengan proksi audit internal (Vadasi et al., 2020 dan Coetzee & Erasmus, 2017). Menurut 
Österberg & de Fine Licht (2023); dan Lenz et al. (2018) audit internal (IA) menjadi pilar utama tata kelola 
seperti akuntabilitas dan transparansi. Audit internal menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintah 
daerah karena perannya yaitu sebagai salah satu mekanisme pengendalian internal yang beroperasi 
setiap hari secara efektif dalam meningkatkan layanan publik (Cordery & Hay, 2022; Kotb et al., 2020; 
Burdon & Sorour, 2020; dan Vadasi et al., 2020). Di Indonesia, audit internal termasuk internal pemerintah 
daerah, namun dalam menjalankan fungsinya independen dan objektif karena dibawah BPKP yang 
diatur dengan regulasi (White et al., 2020; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 72 Tahun 2019; dan Permendagri 
No. 18 Tahun 2020; dan Perpres No. 192 tahun 2014).  

Peran audit internal dirasakan penting sebagai alat untuk meningkatkan kinerja outcome di pada 
sektor publik (Österberg & de Fine Licht, 2023 dan Funk & Owen, 2020). Beberapa penelitian telah 
membuktikannya, antara lain : Appiah et al. (2023); Edmonds et al. (2023); Österberg & de Fine Licht 
(2023); dan Rich et al. (2021). Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa audit internal memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara Dzomira (2020) memberikan 
hasil penelitian yang berbeda yaitu audit internal tidak efektif dalam meningkatkan kinerja pemerintah 
daerah. Hal ini mengindikasikan masih terdapat kesenjangan peranan audit internal sebagai prediktor 
dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Kesenjangan hasil temuan penelitian membuka peluang 
untuk mengeksplor kembali audit internal pemerintah daerah. Kesenjangan tersebut menjadi acuan 
untuk menetapkan audit internal sebagai variabel prediktor dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini 
memasukan variabel kontrol yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kinerja pemerintah 
daerah, yaitu aset pemerintah daerah (Gao et al., 2021; Oates, 2016; dan Laswad et al., 2005) dan penduduk 
(Rahman, 2022; Muraoka & Avellaneda, 2021; Krah & Mertens, 2020; Keerasuntonpong et al., 2017; 
Avellaneda & Gomes, 2015). 

Telaah studi terdahulu memperlihatkan ada inkonsistensi temuan yang memotivasi dilakukannya 
penyelidikan lebih lanjut. Motivasi utama penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan dalam 
penelitian sebelumnya dengan menyelidiki faktor tata kelola melalui audit internal dan mempromosikan 
prinsip-prinsip tata kelola di pemerintah daerah. Sesuai dengan pendapat Fayissa & Nsiah (2013) hasil 
temuan yang saling bertentangan menandakan perlunya penelitian lebih lanjut di area (tema) ini. 
Menurut Hermuningsih et al. (2020) dan Larcker et al. (2007) salah satu kemungkinan alasan hasil yang 
tidak konsisten disebabkan perbedaan proksi yang digunakan saat mengukur variabel penelitian sangat 
sederhana. Motivasi penting lainnya mengusulkan proksi audit internal dengan indikator jumlah auditor 
internal sebagai kebaruan (novelty) penelitian yang dapat berkontribusi dalam literatur. Indikator ini 
masih sedikit dieksplor dalam konteks pengaruh tata kelola terhadap kinerja pemerintah daerah, 
terutama penelitian di Indonesia.  

Penelitian ini membatasi permasalahan dengan rumusan apakah audit internal berpengaruh 
terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?. Sementara tujuan 
penelitian ini yaitu membuktikan pengaruh audit internal terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten 
dan kota di Provinsi Jawa Tengah. 
 

Pengembangan Hipotesis 
Teori Institusional 

Pada konteks organisasi sektor publik, teori institusional menjadi acuan terbanyak untuk 
menjelaskan struktur dan perubahan suatu organisasi (Ahyaruddin & Akbar, 2018). Keerasuntonpong & 
Cordery (2018) menyatakan bahwa teori institusional sangat relevan dengan studi sektor publik. Adapun 
teori institusional didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang dilembagakan yang khas untuk 
menjelaskan keberadaan dan/atau elaborasi struktur organisasi (Scott, 1987). Menurut Deephouse (1996); 
Kondra & Hinings (1998); Purcell et al. (2014) dan Ashworth et al. (2009) teori institusional merupakan 
lingkungan organisasi yang dicirikan oleh elaborasi aturan dan persyaratan organisasi yang secara 
individu harus sesuai, jika ingin menerima dukungan dan legitimasi. Belle et al. (2019); Piña & Avellaneda 
(2018); (DiMaggio & Powell, 1983) dan Meyer & Rowan (1977) menegaskan bahwa organisasi dapat 
menjadi isomorfisme karena tekanan institusional ((institutional isomorphism). Isomorfisme dapat terjadi 
melalui : 1) isomorfisme koersif yang berasal dari pengaruh politik dan masalah legitimasi; 2) isomorfisme 
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mimetik yang dihasilkan dari respons standar terhadap ketidakpastian; dan 3) isomorfisme normatif, 
terkait dengan profesionalisme 

Penetapan menggunakan teori institusional dengan argumen bahwa teori institusional dicirikan 
dengan lingkungan eksternal yang berada diluar kendali organisasi, tetapi dapat memengaruhi kinerja 
organisasi (Tran & Villano, 2019; Narbón-Perpiñá & De Witte, 2018; Kondra & Hinings, 1998; Ashworth 
et al., 2009; dan Sharfman & Dean, 1991). Menurut Nugrahani et al. (2023) organisasi saling memengaruhi 
untuk menyerupai satu sama lainnya dalam bentuk dan praktiknya di lingkungan yang sejenis. Teori ini 
sejalan dengan mekanisme tata kelola pada pemerintah daerah yang terkait erat dengan lingkungan 
eksternal dalam berbagai proses dan hubungan (Boas et al., 2018). Tata kelola dipandang sebagai 
mekanisme pemantau dari pemangku kepentingan yang berada diluar organisasi (Halme & Huse, 1997). 
Pada penelitian ini lingkungan eksternal diobservasi dengan mekanisme ekternal, antara lain : DPRD, 
audit internal, daya saing, emulasi, kualitas manajerial kepala daerah, dan predikat pemerintah daerah. 

 
Kinerja Pemerintah Daerah 

Menurut Campo et al. (2021) kinerja pemerintah menjadi sorotan masyarakat dalam memberikan 
layanan yang lebih baik. Begitupun kinerja pemerintah daerah tidak lepas menjadi perhatian utama dari 
para ahli sektor publik (Hue & Sun, 2022dan Lohrey et al., 2019). Di Eropa, masyarakat mengevaluasi 
kinerja pemerintah daerah melalui kinerjanya (Bjørnå & Weigård, 2020). Kemudian Kessner (2022) 
menjelaskan bahwa kinerja sebagai salah satu bidang kebijakan yang sangat cocok untuk komunikasi 
strategis pada pemerintah daerah. 

Peraturan Presiden Rebuplik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak 
dicapai sehubungan dengan penggunaa anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, meliputi output 
dan outcome. 

 
Tata Kelola dan Kinerja Pemerintah Daerah 

OECD Principles of Corporate Governance (1999; 2004; 2015) memberikan definisi bahwa tata 
kelola merupakan hubungan antar peserta (pemangku kepentingan) dalam sistem tata kelola yang saling 
memengaruhi. Sementara pada sektor publik, Mishra & Attri (2020); Keping (2018) mendefinisikan tata 
kelola sektor publik sebagai konsep multifaset (berbagai segi), mencakup semua aspek pelaksanaan 
kewenangan, melalui lembaga formal dan informal, dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya 
negara. 

Penerapan tata kelola pada sektor publik seperti pemerintah daerah bahwa tata kelola dipandang 
sebagai jawaban untuk mengatasi kompleksitas pemerintahan dan menyediakan berbagai praktik yang 
bermanfaat untuk memperluas kapasitas penyampaian layanan publik (Stanica & Aristigueta, 2019). 
Menurut Vyasulu (2015) penerapan praktik tata kelola telah dilihat sebagai syarat yang diperlukan bagi 
suatu negara untuk pertumbuhan ekonomi, menyediakan layanan penting dan mengurangi kemiskinan. 
Trommel (2020) menjelaskan secara realitas penerapan tata kelola sebagai cita-cita normatif untuk 
organisasi sektor publik dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang berorientasi pada hasil (outcome). 
Almquist et al. (2013) memberi catatan bahwa berbagai usaha pembenahan mekanisme tata kelola terus 
dilakukan untuk meningkatkan kinerja di sektor publik menuju pemerintahan yang modern 

 
Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

The Chartered Institute of Internal Auditors (CIIA) mendefinisikan audit internal yaitu aktivitas 
konsultasi dan asurans (keandalan informasi) yang independen dan objektif yang dirancang untuk 
menambah nilai dan meningkatkan kinerja organisasi (Rosa et al., 2014). Sementara audit internal pada 
pemerintah daerah sesuai dengan Code of Practice CIPFA didefinisikan sebagai fungsi jaminan yang 
memberikan pendapat independen dan objektif kepada organisasi tentang lingkungan pengendalian 
dengan mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan organisasi (White et al., 2020).  
Audit internal merupakan pilar utama tata kelola melalui pemantauan akuntansi dan keuangan, 
operasional, dan manajemen risiko (Vadasi et al., 2020; Lenz et al., 2018; Ferry et al., 2017; dan Arena & 
Jeppesen, 2016). Pada pemerintah daerah, audit internal yaitu sebagai landasan tata kelola dan jantung 
akuntabilitas administrasi publik (Aikins, 2013). Peran audit internal dalam tata kelola di pemerintah 
daerah adalah untuk menilai efektivitas penggunaan sumber daya keuangan dengan mengidentifikasi 
pemborosan, inefisiensi dan penipuan dalam item anggaran (Alqudah et al., 2019; Ferry et al., 2017; dan 
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Aikins, 2011). Menurut Österberg & de Fine Licht, 2023; Postula et al. (2020); Ferry et al. (2017); Asiedu & 
Deffor, 2017; Ackermann et al., 2016; Ahmad (2015); Arena (2013); dan Aikins (2012) peran audit internal 
dalam tata kelola memiliki potensi untuk memperkuat kontrol, memastikan keandalan informasi, 
mencegah penipun, penasehat independen, melindungi aset, akuntabilitas, dan menyelaraskan 
kepentingan manajemen dengan pemangku kepentingan. 

Fungsi pengawasan audit internal pada pemerintah daerah mengacu pada serangkaian standar, 
proses, dan struktur yang ditetapkan oleh regulasi (Turetken et al., 2020). Pada pemerintah daerah, 
regulasi terkait audit internal mengatur juga ketersediaan sumber daya (Abdelrahim & Al-Malkawi, 
2022). Menurut Ferry et al. (2017) dan Wicaksono & Sutaryo (2017) kecukupan auditor menjadi faktor 
penting dalam menentukan kinerja pemerintah daerah. George et al. (2020) dan DiMaggio & Powell 
(1983) menyatakan bahwa dukungan regulasi mengenai fungsi audit internal dan ketersediaan auditor 
internal mencerminkan teori institusional dari sisi tekanan koersif, sehingga kinerja pemerintah daerah 
cenderung isomorfisme. Argumen-argumen di atas dapat diartikan bahwa semakin banyak auditor 
internal, semakin kuat daya kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 = Auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota 
di Provinsi Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Metode Penelitian  
 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. 
Pada penelitian ini generalisasi secara empiris dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah yang memiliki 
karakteristik yang sama yaitu fungsi pelayanan. Hasil dari kinerja layanan pemerintah daerah 
dimanifestasikan dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun tata kelola pemerintah daerah 
diidentifikasi dengan dewan perwakilan rakyat (DPRD), audit internal, daya saing, emulasi, kualitas 
manajerial kepala daerah, dan predikat. Pada penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling) dengan jumlah 35 

H1+ 
 

Variabel Kontrol : 

• Aset Pemerintah Daerah 

• Penduduk Pemerintah Daerah 

Kerangka Penelitian 

Teori Institusional Isomorfisme 

 

Kinerja 
Pemerintah 

Daerah 

Tata Kelola  
Pemerintah Daerah 

 
Coercive Isomorphism 

• Audit Internal 
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Yit = β0it + βitXit + β1itZ1it + β2itZ2it + εit 

pemerintah daerah yang terdiri dari dua puluh sembilan kabupaten dan enam kota dari tahun 2017 
sampai dengan tahun 2023. Adapun pengukuran variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 

 
 
 
 
 
 

Tabel 1Pengukuran Variabel 

No. Variabel  Deskripsi Operasional Peneliti Terdahulu 

  
Variabel 

dependen : 
      

 1 Kinerja 
pemerintah 
daerah 

Tindakan dan hasil (outcome) dari 
program yang telah dicapai 
pemerintah daerah kabupaten dan 
kota  

Proksi Indeks 
Pembangunan 
Manusia (IPM) 
kabupaten dan kota 

Tripathi (2021); 
Sarpong & Bein 
(2021); dan Sarkodie 
& Adams (2020). 

No. Variabel  Deskripsi Operasional 
Peneliti 

Terdahulu 

  Variabel independen :       

2 Coercive 
Isomorphism 

Audit 
internal 

Fungsi pengendalian dan 
evaluasi yang dilakukan 
secara independen dan 
objektif atas efektivitas 
kinerja organisasi yang 
diatur dengan regulasi 

Proksi jumlah auditor 
internal pemerintah 
daerah dan kota 

Appiah et al. 
(2023), 
Edmonds et al. 
(2023), 
Österberg & de 
Fine Licht 
(2023), Rich et 
al. (2021) 

No. Variabel Bebas Deskripsi Operasional Peneliti Terdahulu 

3 Variabel kontrol a. Aset 
pemerintah 
daerah 

 
b. Penduduk 

pemerintah 
daerah 

a. Jumlah asset 
pemerintah daerah 
 

b. Kepadatan penduduk 
pemerintah daerah 

Gao et al. (2021); Oates (2016); Rahman 
(2022) dan Laswad et al. (2005) 

 
Muraoka & Avellaneda (2021); Krah & 
Mertens (2020); Keerasuntonpong et al. 
(2017); dan Avellaneda & Gomes, (2015) 

Model data panel digunakan pada penelitian ini dengan model regresi linear tersebut adalah 
sebagai berikut: 

 
 

Dimana : 
i = 1,2,3,......., banyaknya unit cross section 
t = 1,2,3,......., banyaknya data time series 
Yit = Kinerja pemerintah daerah ke-it 
Xit = Audit internal ke-it  
Z1it = Variabel kontrol aset pemerintah daerah ke-it  
Z2it = Variabel kontrol kepadatan penduduk daerah ke-it  
β = parameter yang dietimasi 
εit = Unsur gangguan populasi 

Pengujian Pemilihan Estimasi Model Data Panel dilakukan secara bertahap, antara lain Uji Chow 
untuk memilih estimasi model regresi data panel antara common effects model dengan fixed effects 
model (Schwarz & Dalmácio, 2021 dan Sriyana, 2014). Uji Lagrange Multiplier (Uji LM – Uji Breusch–
Pagan) untuk memilih estimasi model regresi data panel antara common effects model dengan random 
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effects model (Schwarz & Dalmácio, 2021; Sriyana, 2014; Baltagi, 2005; dan Greene, 2003). Pengujian ini 
menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Breusch & Pagan (1980) dengan menyusun uji 
lagrange multiplier atau uji LM (Baltagi, 2005 dan Greene, 2003) dan uji Hausman untuk menentukan 
estimasi model mana yang lebih baik, antara fixed effects model dengan random effects model (Schwarz 
& Dalmácio, 2021; Gujarati & Porter, 2009 dan Greene, 2003). 

Uji asumsi klasik digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan Ordinary Least Squared 
(OLS). Pada penelitian ini hanya menggunakan uji asumsi klasik uji Heteroskedastisitas. Metode uji 
statistik heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Breusch–Pagan–Godfrey. Menurut uji Breusch–
Pagan–Godfrey, heteroskedastisitas terdeteksi dalam estimasi model regresi apabila nilai Obs*R-Squared 
> chi-square_tabel (χ2_tabel) dan nilai probabilitas Obs*R-Squared < 0,05, begitu sebaliknya. 
Heteroskadestisitas tidak terdeteksi apabila nilai Obs*R-Squared < chi-square_tabel (χ2_tabel) dan nilai 
probabilitas Obs*R-Squared > 0,05. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis yaitu audit internal 
dapat memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara hipotesis statistik yang 
diajukan :  

Ha : β ≠ 0 Yaitu audit internal memengaruhi secara positif terhadap kinerja 
pemerintah daerah. 

Hipotesis diterima atau ditolak dengan kriteria, jika nilai p-value ≥ α 0,05 maka Ho diterima dan 
Ha ditolak. Ini artinya audit internal tidak memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah 
daerah. Jika nilai p-value < α 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini artinya audit internal 
memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 
 

Hasil dan Pembahasan  
Statistik Deskriptif  

Pengujian statistik deskriptif menggunakan alat bantu eviews v.13 dapat melalui common sample. 
Hasil pengujian statistik deskriptif dengan common sample disajikan dalam Tabel 1.2  

Tabel 2 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Common sample 

 IPM 
Jml Auditor 

Internal  
Jumlah Aset 

Pemda 
Jumlah Kepadatan 

Penduduk 

Mean 72,40 17,91 4,72 1.941,875 
Maximum 84,43 44,00 24,10 11.878 
Minimum 64,86 5,00 1,10 450 
Std. Dev. 4,26 7,84 3,39 2283.939 

     
Observations 176 176 176 176 

Sumber : Data yang diolah, 2024. 
Tabel 1.2 menjelaskan bahwa data sampel kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di 

Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 – 2023 sejumlah 176 data sampel atau 71,84% data sampel dari 245 
data sampel yang seharusnya tersedia. Capaian kinerja tertinggi 84,43 diraih oleh Kota Semarang pada 
tahun 2023, sementara capain kinerja terendah 64,86 dipegang oleh Kabupaten Brebes pada tahun 2017. 
Capaian kinerja pemerintah daerah menunjukkan rata – rata 72,40 dengan simpangan baku (standar 
deviasi) sebesar 4,26. Audit internal pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah 
dengan ukuran jumlah auditor internal. Uji statistik deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan common 
sample. Sejumlah 176 data sampel atau 71,84% terverifikasi dari 245 data sampel yang seharusnya ada. 
Jumlah tersebut tervalidasi untuk periode waktu penelitian tahun 2017 – 2023. Hasil analisis statistik 
deskriptif menunjukkan standar deviasi 7,84 atau 44,07%. 

Hasil analisis statistik deskriptif variabel kontrol dapat dilihat pada Tabel V.2. Pendekatan 
common sample digunakan untuk analisis statistik deskriptif. Jumlah asset pemerintah daerah dan 
jumlah kepadatan penduduk diamati untuk periode waktu penelitian tahun 2017 – 2023 seluruh 
kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Data sampel tercatat sejumlah 176 data sampel atau 71,84% 
dari 245 data sampel yang seharusnya teridentifikasi. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan 
bahwa standar deviasi jumlah asset pemerintah daerah sebesar 3,39 yang dikategorikan dengan sebaran 
besar dan standar deviasi jumlah kepadatan penduduk sebesar 2.283,94 yang dikategrikan dengan 
sebaran sangat besar. jumlah asset pemerintah daerah dan jumlah kepadatan penduduk kabupaten dan 
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kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki rata – rata nilai 4,72 dan 1.941,88. Jumlah asset pemerintah daerah 
tertinggi 24,1 ditempati Kota Semarang dan jumlah kepadatan penduduk tertinggi 11.879 ditempati oleh 
Kota Surakarta. Jumlah asset pemerintah daerah terendah diduduki oleh Kabupaten Rembang sebesar 
1,10 dan jumlah kepadatan penduduk pemerintah daerah terendah diduduki oleh Kabupaten Blora 
sebesar 450. 
Pengujian Pemilihan Estimasi Model Data Panel 
Uji Chow 

Keputusan pemilihan model dapat dilihat pada Tabel 3 dengan melihat tingkat probabilitas. 
 
 
 

Tabel 3 Hasil Uji Chow 
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 75,13 (34,16) 0,0000 

Cross-section Chi-square 558,89 34 0,0000 

     
     Nilai probabilitas (p-value) untuk kedua pengujian, baik Cross-section F-test maupun Cross-section Chi-square, 

adalah 0.0000, atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima. Keputusan yang diambil menggunakan fixed effect model (FEM) sebagai model yang dianggap pilihan 

tepat. 

Uji Lagrange multiplier (Uji LM – Uji Breusch–Pagan) 
Hal uji menunjukkan bahwa estimasi model data panel yang tepat adalah Random Effect Model 

(REM) karena nilai probabilitas < 0,05.  
Tabel. 4  Hasil Uji Lagrange multiplier 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 
Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 
        (all others) alternatives  

    
     Test Hypothesis 
 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  279,7641  0,379660  280.1438 
 (0,0000) (0,5378) (0,0000) 

Hasil pengujian menunjukkan cross-section sebesar 0,0000, time sebesar 0,5378, dan both sebesar 0,0000. 
Secara keseluruh nilai probabilitas tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. 
Uji Hausman 

Hasil uji Hausman menunjukkan tingkat probabilitas 0,8466 > 0,05, sehingga estimasi model 
regresi data panel yang dianggap tepat adalah Random Effects Model (REM).  

Tabel 5  Hasil Uji Hausman 
 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 0.811854 3 0,8466 
     

hasil uji Hausman dengan tingkat probabilitas > 0,05. Hasil ini mengarahkan pada keputusan untuk memilih estimasi 

model regresi data panel yang dianggap lebih tepat. Sesuai dengan hipotesis yang diajukan akan menerima Ho, jika 

tingkat probabilitas > 0,05, begitupun sebaliknya. 
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Pengujian Goodness of Fit Suatu Model Regresi 

Nilai koefisien determinasi pada model regresi dapat diketahui melalui nilai R-squared.  
Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0,431968     Mean dependent var 7,875587 

Adjusted R-squared 0,423138     S.D. dependent var 1,727196 
S.E. of regression 0,750705     Sum squared resid 108,7666 
F-statistic 48,92319     Durbin-Watson stat 0,858837 
Prob(F-statistic) 0,000000    
Nilai koefisien determinasi R-squared sebesar 0,431968 termasuk moderat. Hal ini dapat dipahami bahwa 
variabel independen dalam estimasi model regresi mampu menjelaskan variasi variabel dependen 
dengan baik. Nilai koefisien determinasi R-squared tersebut memenuhi kriteria goodness of fit, sehingga 
hasil analisis dianggap valid dan dapat diandalkan dan dapat dijadikan landasan interpretasi hasil 
penelitian. 
Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini menyatakan bahwa apabila nilai Obs*R-Squared > chi-square_tabel (χ2_tabel) dan nilai 
probabilitas Obs*R-Squared < 0,05, begitu sebaliknya. Heteroskadestisitas tidak terdeteksi apabila nilai 
Obs*R-Squared < chi-square_tabel (χ2_tabel) dan nilai probabilitas Obs*R-Squared > 0,05 (Ekananda, 
2019; Ghozali & Ratmono, 2017; dan Suliyanto, 2011).  

Tabel .7 Hasil Uji Breusch–Pagan–Godfrey 
 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
Null hypothesis: Homoskedasticity  

     
     F-statistic 1,745753     Prob. F(3,193) 0,1590 

Obs*R-squared 5,204573     Prob. Chi-Square(3) 0,1574 
Scaled explained SS 13,13327     Prob. Chi-Square(3) 0,0044 
Hasil uji Breusch–Pagan–Godfrey dengan nilai Obs*R-squared sebesar 5,204573 dan nilai Prob. sebesar 
0,1574. Hasil uji menunjukkan nilai Obs*R-squared (5,204573) < χ2_tabel (9,488) dan Prob. (0,1574) > 0,05. 
Berdasarkan hasil uji Breusch–Pagan–Godfrey, estimasi model regresi tidak terindikasi gejala 
heteroskedastisitas. Penjelasan hasil uji dan interpretasinya memberi bukti bahwa estimasi model regresi 
yang dibangun sudah sesuai dengan kriteria BLUE. 
Pengujian Hipotesis 

Hasil pengujian Estimasi Regresi Random Effects Model (REM). Tabel V.29. menyajikan prediksi 
hipotesis, koefisien regresi, nilai signifikansi, dan keputusan. Tabel ini menjadi landasan pembahasan dan 
interpretasi temuan penelitian. 

Tabel 8 Hasil Uji Estimasi Model Regresi (Random Effects Model/REM). 

Dependent Variable: Kinerja Outcome : IPM     
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)     
Date: 03/12/26   Time: 11:06     
Sample: 2017 2023     
Periods included: 7     
Cross-sections included: 35     
Total panel (unbalanced) observations: 197    
 Swamy and Arora estimator of component variances  

       
       Variable Prediksi Coefficient t-Statistic Prob. Keputusan  
       
       C  67,3399 98,6966 0,0000   

Audit Internal pemda kab./kota + 0,1028 8,6282 0,0000 Diterima  
Jumlah Aset pemda kab./kota + 3,0500 4,9865 0,0000 Diterima  
Kepadatan Penduduk pemda 
kab./kota + 0,0010 5,7315 0,0000 Diterima  
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       Keterangan : Variabel Dependen yaitu IPM; ***highly significant < 0,01; **significant < 0,05; * 
moderately significant < 0,10. 

 
 

Pembahasan  
 
Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Hipotesis yang diajukan adalah audit internal yang diukur dengan jumlah auditor internal 
pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di 
Provinsi Jawa Tengah. Hasil pengujian hipotesis diterima secara statistik karena nilai probabilitas (p-
value) untuk variabel audit internal sebesar 0,0000 < 0,05 pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian 
menandakan kriteria hipotesis dapat diterima secara statistik pada tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti 
audit internal yang diukur dengan jumlah auditor internal pemerintah daerah berpengaruh positif secara 
statistik terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pengaruh signifikan positif. Hasil pengujian ini diartikan 
bahwa audit internal yang diukur dengan jumlah auditor pemerintah daerah semakin meningkat, maka 
kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) semakin 
meningkat. Secara empiris, penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 
audit internal pemerintah daerah berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ini dapat 
dilihat dari hasil penelitian Appiah et al. (2023) yang menjelaskan bahwa audit internal dapat 
meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Ghana. Begitupun Edmonds et al. (2023) membuktikan 
bahwa kelemahan audit internal dapat meningkatkan biaya utang pemerintah daerah. Rich et al. (2021) 
menunjukkan bukti bahwa perubahan audior dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Österberg 
& de Fine Licht (2023) menyatakan keberadaan audit internal dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja 
pemerintah daerah. 

Hasil pengujian audit internal berpengaruh positif signifikan mencerminkan pemilihan dan 
penetapan variabel audit internal dengan ukuran jumlah auditor pemerintah daerah sebagai manifestasi 
tata kelola pemerintahan sejalan dengan teori yang digunakan. Bukti menunjukkan bahwa audit internal 
pemerintah daerah sebagai pilar utama mekanisme tata kelola yang didukung regulasi (UU No. 23 Tahun 
2014; PP No. 72 Tahun 2019; dan Permendagri No. 18 Tahun 2020) konsisten dengan teori institusional. 
Secara konseptual, mekanisme tata kelola dengan dukungan regulasi merefleksikan kekuatan koersif bagi 
audit internal untuk melakukan tekanan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten dan 
kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa fungsi pengawasan oleh audit 
internal berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah daerah harus 
memperhatikan ketersediaan jumlah auditor internal sampai memenuhi standar minimal rasio jumlah 
pengawai pemerintah daerah. Jumlah auditor internal yang belum mencukupi berisiko tidak efektif dan 
menghambat capaian kinerja. Tetapi jumlah auditor yang berlebihan mungkin membuat aktivitas audit 
internal tidak efisien (Sutaryo et al., 2023; Ferry et al., 2017; dan Wicaksono & Sutaryo, 2017).  
Variabel kontrol 

Penelitian ini menyertakan variabel kontrol untuk mempertahankan hasil penelitian. Variabel 
kontrol dimasukan dalam penelitian ini untuk menjaga ketelitian dan kehati-hatian atas konsistensi hasil 
penelitian. Dua variabel kontrol yang dimasukan dalam penelitian ini yaitu jumlah aset pemerintah 
daerah dan jumlah kepadatan penduduk pemerintah daerah. Pandangan menggunakan jumlah aset 
sebagai variabel kontrol bahwa aset yang besar berpeluang dalam menciptakan kinerja yang tinggi (Altaf 
& Ahmad, 2019). Jumlah aset menungkinkan dapat mengendalikan efek eksternal yang tidak diteliti 
(Cohen & Malkogianni, 2021).  

Tabel V.29. mencatat bahwa variabel kontrol jumlah aset positif signifikan pada tingkat 0,05 secara 
statistik. Pengujian variabel kontrol jumlah aset memberikan hasil sesuai yang diharapkan bahwa jumlah 
asset dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian ini mendapat dukungan dari 
Ferreira (2020) yaitu variabel kontrol dengan ukuran jumlah aset dapat memengaruhi peningkatan 
kinerja pemeritah daerah di Portugal. Begitupun variabel kontrol jumlah asset pemerintah daerah yang 
diobservasi Suprianto & Salim (2024) mencatat bahwa jumlah asset meningkatkan kinerja pemerintah 
daerah di Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa jumlah aset pemerintah daerah dapat melindungi 
variabel utama dari pengaruh luar dengan efektif, sehingga hasil pengujian relatif konsisten validitasnya. 
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Selain itu, hasil pengujian ini memberikan pemahaman bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota di 
Provinsi Jawa Tengah telah memanfaatkan dengan baik jumlah aset yang besar untuk meningkatkan 
kinerjanya (Laswad et al., 2005). 

Variabel kontrol berikutnya yaitu jumlah kepadatan penduduk pemerintah daerah dalam 
meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Literatur mencatat bahwa penduduk pemerintah daerah 
menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja (Wang & Chen, 2022; Tran et al., 2019; Avellaneda & 
Gomes, 2015; dan Drew et al., 2014). Menurut Jiang et al. (2025) seiring meningkatnya kepadatan 
penduduk, kebutuhan akan layanan juga meningkat. Hasil pengujian variabel kontrol kepadatan 
penduduk sesuai dengan yang diharapkan. Hasil pengujian yang ditunjukkan dalam Tabel 4.29. 
menginformasikan variabel kontrol kepadatan penduduk positif signifikan secara statistik. Hasil 
pengujian variabel kontrol ini bermanfaat sebagai informasi bahwa kepadatan penduduk sudah dikelola 
dengan baik, sehingga berimplikasi pada kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa 
Tengah.  
 

Kesimpulan  
 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa teori institusional isomorfisme mampu menjelaskan 

peranan mekanisme tata kelola dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di 
Provinsi Jawa Tengah. Kinerja pemerintah daerah ini didorong agar serupa (isomorfisme) oleh 
mekanisme koersif. Kinerja pemerintah daerah diinvestigasi dengan kinerja outcome, yaitu Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). Sementara mekanisme tata kelola dalam penelitian ini diobservasi dengan 
proksi audit internal, proksi audit internal sebagai cerminan isomorfisme koersif memberikan fakta 
empiris bahwa audit internal mampu memprediksi hasil estimasi. Audit internal yang dilengkapi dengan 
peraturan sebagai implementasi mekanisme tata kelola berperan mengawasi jalannya pemerintah daerah. 
Peran audit internal sebagai kekuatan koersif yang diukur dengan jumlah auditor pemerintah daerah 
mampu mendorong kesetaraan capaian kinerja IPM pemerintah daerah. 

Penulis menyakini bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan yang ada dalam 
penelitian ini diharapkan diperbaiki oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan 
penelitian ini yang harus ditindaklanjuti bagi peneliti selanjutnya, antara lain : Banyak data yang tidak 
tersedia (missing link data) baik online maupun offline, sehingga jumlah data yang seharusnya 245 
observasi, hanya tersedia 176 observasi atau 71,8% selama periode tahun 2017 – 2023 pada 35 kabupaten 
dan kota di Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk data rapat DPRD dan jumlah auditor internal 
pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pendekatan pada pemerintah daerah untuk 
mendapatkan data sesuai dengan yang direncanakan apabila tidak tersedia secara online, terutama untuk 
penelitian yang menggunakan data panel lebih dari lima tahun. Penelitian ini hanya mengobservasi dari 
sisi kuantitas, yaitu jumlah auditor internal, sehingga belum mencerminkan kualitas auditor. Penelitian 
selanjutnya dapat mempertimbangkan kualitas auditor, seperti pendidikan, pengalaman, dan level 
sertifikasi 
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